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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  LATAR BELAKANG 

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 

1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan amanat Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah. 

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan mengacu pada 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah 

(Renstra PD), Renja Kementerian/Lembaga terkait, Renja Perangkat Daerah 

Provinsi, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah 

yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. 

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran 

yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi 

setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat 

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Sebagai Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis 

maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis 

mempunyai kewajiban menyusun dokumen Renja. Dokumen Renja tersebut 

merupakan bahan acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Bengkalis. Renja tersebut juga sebagai bahan evaluasi terhadap 
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penyelenggaraan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Bengkalis serta perencanaan penyelenggaraan kegiatan Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis di tahun mendatang. 

Dalam proses penyusunannya, sebelum ditetapkan menjadi Rencana Kerja 

Perangkat Daerah, Rancangan Renja akan diverifikasi kesesuainnya terhadap 

RKPD Kabupaten Bengkalis. Setelah disempurnakan dengan berpedoman pada 

RKPD Kabupaten Bengkalis, maka Renja Perangkat Daerah tersebut mendapat 

pengesahan oleh Bupati Bengkalis dan selanjutnya ditetapkan menjadi Renja 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis oleh Kepala 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. 

 

1.2 LANDASAN HUKUM 

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024, payung hukum yang dijadikan 

sebagai acuan antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 

Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286);  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438);  

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700);  
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6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 2008 Nomor 4725);  

7.  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 3 Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);  

14. Peraturan Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 
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15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil 

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020);  

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis 2005-

2025; 

17. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. 

18. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan 

Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Bengkalis. 

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 

disusun dengan maksud adalah sebagai berikut :  

1) Sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 

Tahun 2024. 

2) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap capaian 

indikator kinerja program Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkalis. 

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 adalah sebagai berikut :  

1)  Merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Bengkalis;  

2)  Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran 

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis;  

3)  Menciptakan efisiensi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah;  

4)  Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan 

program tahunan daerah;  

5)  Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas tahun 2024. 
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1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

 Sistematika Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 129, Lampiran C5, adalah 

sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, proses 

penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dengan dokumen RKPD, 

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Bengkalis, dengan Renja K/L dan RKPD Kabupaten Bengkalis, serta 

tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.  

1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, 

peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan 

lainnya yang mengatur tentang SOTK Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, kewenangan Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, serta pedoman yang 

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis 

Tahun 2024.  

1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari 

penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.  

1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan 

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Bengkalis Tahun 2024 serta susunan garis besar isi dokumen 

 BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 

LALU 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan 
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Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 – 2026. Memuat 

kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 

2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2025). Selanjutnya 

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-

tahun sebelumnya.  

2.2.  Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Bengkalis. Berisikan kajian terhadap capaian kinerja 

pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Bengkalis berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam 

NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM.  

2.3.  Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024. Berisikan 

tentang tingkat kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024, 

permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan 

tugas dan fungsi  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Bengkalis, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi 

kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, dan 

formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis 

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas 

tahun 2024.  

2.4.  Review Terhadap Rancangan Awal RKPD. Berisikan telaah Rancangan 

Awal RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 dan kebutuhan anggaran 

program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.  

2.5.  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berisikan uraian 

mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para 

pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait 

langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan 

tinggi maupun dari Perangkat Daerah lainnya yang langsung ditujukan 

kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maupun 
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berdasarkan hasil pengumpulan informasi Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan 

musrenbang kecamatan. 

 BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

3.1  Telaahan terhadap kebijakan nasional Berisikan penelaahan arah 

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas 

dan pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Bengkalis;  

3.2.  Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Bengkalis Berisikan perumusan tujuan dan sasaran 

didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok 

dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Bengkalis yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

BAB IV. PENUTUP 

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan 

pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi 

program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan 

kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis 

program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya, serta 

perumusan program dan kegiatan digambarkan dengan tabel. 
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BAB II 

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT 
DAERAH TAHUN LALU 

 

 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 

 Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

tahun 2023 dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemampuan Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan program 

dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan 

kegiatan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Bengkalis Tahun 2021-2026, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. 

Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu 

perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan masukan 

untuk menentukan kebijakan–kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-

tahun mendatang.  

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Bengkalis tahun lalu, dan realisasi Renstra Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 mengacu pada 

hasil laporan kinerja tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Bengkalis dan/atau realisasi APBD untuk Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. Pokok-pokok materi yang 

disajikan dalam evaluasi adalah:  

1.  Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan;  

2.  Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan;  

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran 

yang direncanakan;  

4.  Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target 

kinerja program/kegiatan;  
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5.  Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis; dan  

6.  Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil 

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.  

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Tahun 2022 berdasarkan realisasi kinerja anggaran adalah 

sebagai berikut : 

• Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / 

keluaran yang direncanakan; 

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Daerah 

4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

c.  Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 

1.  Pengelolaan Barang Milik Daerah 

 

Kajian (reviuw) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat 

Daerah tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023, mengacu pada APBD 

tahun 2023 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah 

sudah disahkan sesuai dengan rencana. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian 

target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan 

pelakasanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Reviuw hasil 

evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, dan realisasi Renstra 

Perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah 
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dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah telah berjalan sesuai rencana 

walaupun dipertengahan tahun terdapat program revocussing, namun dapat 

diselesaikan pada saat APBD Perubahan. Dari 3 (sembilan) program dengan 13 

kegiatan, 74 Sub Kegiatan secara umum capaian kegiatan secara fisik tercapai 

100%. 

Secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan 

dan perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun 2022 untuk mewujudkan 

kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Realisasi keuangan 

tercapai 94.48% merupakan capaian realisasi keuangan yang cukup optimal (s.d 

Desember). Capaian indikator Kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada 

tahun 2022 sebesar 96.44% % dari target 97%. Capaian Indikator Program 

Pengelolaan Aset Daerah pada tahun 2022 sebesar 94.48% dari target 95%. 

 Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dan pencapaian Renstra OPD 

sampai dengan tahun 2022 disajikan dalam Tabel T-C.29. berikut:
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Dari program/kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang dijalankan oleh Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis sampai akhir 

Desember 2022, semua program/kegiatan yang dilaksanakan sudah memenuhi 

target. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua program/kegiatan dapat 

berjalan dengan baik sesuai rencana.  

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra 

Perangkat Daerah tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya 

sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem Monev dan SIPD 

membantu kerja bidang-bidang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan pengendalian dan 

perencanaan program kegiatan Perangkat Daerah yang diampu. Namun di sisi 

lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu sertifikasi tanah membutuhkan 

waktu dalam proses di BPN serta adanya keterbatasan Kuantitas pegawai serta 

belum adanya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). Berdasarkan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 

Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah, 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis yang pada 

kondisi tahun 2023 dalam proses usulan ASN yang menduduki jabatan 

fungsional tertentu. 

2.2.  Analisis Kinerja Pelayanan  

Pada tahun 2022 hasil analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

Pencapaian sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Bengkalis dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja sasaran. 

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Indikator kinerja sasaran yang 

sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, diuraikan sebagai berikut : 

a. Persentase Penatausahaan Aset yang Tertib dan Terukur 

Persentase Penatausahaan Aset yang Tertib dan Terukur, realisasi sebesar 

60% dari target 50% dengan capaian 120%. 

Permasalahan : 

1) Masih ada keterlambatan dalam pemberkasan dokumen dalam penerbitan 

sertifikat tanah  
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2) Dalam proses penatausahaan asset berupa tanah dan gedung, ketersediaan 

informasi terhadap alamat lengkap asset dimaksud belum lengkap, asset 

yang belum dilakukan penghapusan dari daftar pencatatan aset daerah. 

3) Belum ada SDM yang mendukung didalam melakukan perhitungan terhadap 

nilai asset yang akan dilakukan penghapusan. 

Solusi : 

1) Mengurangi keterlambatan dalam pemberkasan dokumen,  

2) Mengumpulkan informasi alamat lengkap asset daerah  

3) Adanya pengetahuan SDM dalam perhitungan terhadap nilai asset 

 

b. Ketepatan Waktu Penyusunan APBD 

Indikator Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dengan realisasi Tepat Waktu 

Berdasarkan Pengesahan APBD tahun 2023 tanggal 21 November 2022 

Permasalahan : 

1) Aplikasi yang selalu error 

Solusi : 

1) Melakukan updating sistem dan jaringan untuk memperkuat sistem 

sehingga memperkecil terjadinya system error. 

2) Peningkatan server aplikasi 

 

c. Persentase Bendahara Pengeluaran yang Tepat Waktu Dalam Penyampaian 

Pertanggungjawaban 

Berdasarkan hasil evaluasi bendahara yang tepat waktu dalam penyampaian 

pertanggungjawaban dengan capaian 100% dari target 86% dengan  realisasi 

86%, Tingkat capaian ini didasarkan pada hasil perhitungan Surat 

Permintaan Membayar (SPM) yang masuk dan Surat Perintah Pencairan 

Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. 

Bengkalis 

  Permasalahan 

1) Masih lemahnya System Aplikasi SIPD Penatausahaan 
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2) Dalam Penerapan SIPD Penatausahaan masih banyak kelemahan dan 

kekurangan sehingga perlunya penyesuaian dalam penerapan 

penatausahaan  

Solusi 

1) Perlunya Koordinasi dengan Kementrian terkait akan penerapan SIPD 

2) Peningkatan server aplikasi 

 

d. Persentase Peningkatan Penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Persentase peningkatan penyelesaian  laporan keuangan pemerintah daerah, 

dengan capaian 100% Tingkat capaian ini didasarkan pada hasil Opini yang 

diberikan BPK-RI Perwakilan Riau atas Pemeriksaan Laporan Keuangan 

Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021. 

 Permasalahan : 

4) Belum Mendapatkan Nilai penyusutan Aset 

5) Lemahnya System Aplikasi SIPD Pelaporan Pertanggungjawaban 

Solusi : 

1) Nilai Penyusutan Aset diperoleh setelah semua SKPD selesai mengentri asset  

2) Akan dilakukan Penyesuaian Akun 

3) Peningkatan komitmen pimpinan dalam penerapan akuntansi berbasis 

akrual. 

4) Menyempurnakan peraturan terkait kebijakan akuntansi dan 

mengembangkan aplikasi secara menyeluruh dan terintegrasi 

5) Peningkatan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia di bidang 

akuntansi. 

e. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan 

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten 

Bengklais Tahun 2021,Badan Pemeriksaan Keuangan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait 

lainnya telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten BengkalisPer 31 

Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo 

Anggaran Lebih, Laporan Operasiona Laporan Arus Kas,Laporan Perubahan 
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Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta catatan atas 

laporan keuangan, opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten 

Bengkalis adalah Wajar Tanpa Pengecualian. 

 Permasalahan : 

1) Terlambatnya petugas entry mengentri di system 

2) Lemahnya system Aplikasi SIPD Pelaporan 

 

Solusi 

1) Mengingatkan para petugas untuk segera mengentri 

2) Melakukan koordinas dengan Kementerian terkait SIPD Pelaporan 

 

f. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 

Berdasarkan evaluasi terhadap nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 sebelum tindak 

lanjut berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 

(AKIP)  Nomor : 700/ITDA/LHR/VII/2022/708 tanggal 29 Juli Meraih Nilai 

61.91 dengan Predikat B, namun setelah ditindaklanjuti pencapaian nilai 

makin meningkat menjadi 72.36 dengan Predikat BB. 

Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap Pencapaian kinerja Pelayanan 

Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis 

dapat dilihat pada Tabel T-C.30 berikut ini:
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Tabel T-C.30. 

Pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Bengkalis 

 

Indikator 

Tujuan/Sasaran 

SPM/sta

ndar 

nasional 
IKK 

Target Renstra Perangkat Daerah 
Realisasi 

Capaian 

Proyeksi 
Catatan 

Analisis 
2022 2023 2024 2025 2026 2021 2022 2023 2024 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

Persentase 

Penatausahaan Aset 

yang Tertib dan 

Terukur 

 

- 50% 55% 60% 65% 70% 

 

60% 55% 60%  

Persentase 

Pemanfaatan Kekayaan 

Aset Daerah yang 

Menunjang 

Peningkatan PAD 

 

- 40% 45% 50% 55% 75% 

 

35% 45% 50%  

Ketepatan waktu 
Penyusunan APBD 

 

- 
Tepat 

waktu 

Tepat 

waktu 

Tepat 

waktu 

Tepat 

waktu 

Tepat 

waktu 

 

Tepat 

Waktu 

Tepat 

waktu 

Tepat 

waktu 
 

Persentase bendahara 
pengeluaran yang tepat 

waktu dalam 
penyampaian 
pertanggungg jawaban  

 

- 86% 87% 88% 89% 90% 

 

86% 87% 88%  

Penyelesaian Laporan 

Keuangan Pemerintah 
Daerah   
 

 

- 
Tepat 

waktu 

Tepat 

waktu 

Tepat 

waktu 

Tepat 

waktu 

Tepat 

waktu 

 
Tepat 

Waktu 

Tepat 

waktu 

Tepat 

waktu 
 

Opini BPK terhadap 
Laporan Keuangan  

 

 
- WTP WTP WTP WTP WTP 

 
WTP WTP WTP  

Nilai Akuntabilitas 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

 
- 70 73 75 78 80 

 
BB 73 75  
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2.3.  Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah  

 Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Bengkalis di hadapkan pada permasalahan-permasalahan 

yang di harapkan akan dapat di selesaikan selama periode pelaksanaan rencana 

strategis 2021-2026, Adapun permasalahan-permasalahan berdasarkan analisis 

adalah : 

a. Belum optimalnya kualitas penganggaran di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bengkalis.  

b. Belum tepat waktunya penyampaian pertanggungjawaban bendahara 

pengeluaran. 

c. Masih belum terintegrasikannya system informasi akuntansi dengan aset 

d. Belum optimalnya penatausahaan aset daerah Kabupaten Bengkalis. 

Dalam  

 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai 

unsur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis 

merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Daerah. 

Perkembangan regulasi pengelolaan keuangan yang berkembang secara dinamis 

menjadi tantangan dan sekaligus peluang dalam mengembangkan pelayanan keuangan 

daerah kepada seluruh stakeholders. Selain itu, tuntutan masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat harus diiringi dengan kualitas dan 

kepastian hukum atas seluruh produk layanan keuangan maupun pengelolaan aset 

yang dihasilkan. 

 

2.4.  Review Terhadap Rancangan Awal RKPD  

Rancangan Awal RKPD tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan 

rencana kerja PD tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian 

terhadap kebutuhan perangkat daerah B Kabupaten Bengkalis. 

Proses penganggaran dan Musrenbang yang dilakukan dengan membandingkan 

antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat diterima dan akan digunakan 

secara efektif untuk melaksanakan kegiatan dalam 1 tahun anggaran untuk mencapai 

target secara optimal. 
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Alasan proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai 

upaya untuk menghindari penggelembungan anggaran serta optimalisasi kegiatan yang 

dilaksanakan, serta mengevaluasi kelogisan anggaran dengan indikator kinerja. 

Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal RKPD dengan analisis 

kebutuhan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD yaitu adanya 

kegiatan pengadaan barang yang tidak terdapat di RKPD dan belum dianggarkan. 

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat 

pada Tabel T-C.31 berikut ini :
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2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 

Forum Perangkat Daerah Urusan Penatausahaan Keuangan dan 

Penatausahaan Aset Daerah merupakan salah satu bagian dari proses 

perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis untuk 

pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2024. Forum Gabungan 

Perangkat Daerah merupakan wadah bersama antar para pelaku 

(stakeholder) pembangunan untuk membahas kegiatan pembangunan yang 

diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, Usulan Perangkat Daerah serta 

Usulan Stakeholder yang lain dalam rangka upaya menyusun Rencana Kerja 

(Renja) Perangkat Daerah untuk tahun anggaran 2024. 

Dalam proses ini sebagai wahana mediasi untuk memaduserasikan 

usulan-usulan dari seluruh stakeholder dengan berpedoman kepada matrik 

RPJMD 2021-2026, tema dan prioritas pembangunan 2024 serta didasari 

reviu capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan amanat target kinerja 

pada RPJMD. Dari proses paduserasi tersebut, didapatkan daftar pendek 

usulan kegiatan yang merupakan prioritas usulan 2024 dengan tetap 

melihat batasan-batasan yang ada seperti   program dan kegiatan yang ada 

di matrik RPJMD, batasan pagu dan juga memperhatikan pemerataan bagi 

seluruh wilayah. 

Proses pelaksanaan forum Gabungan Perangkat Daerah urusan 

Penatausahaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Daerah ini masih 

membutuhkan banyak penyempurnaan dan perbaikan di masa mendatang, 

dengan adanya kendala keterbatasan waktu, sumber daya, banyaknya 

kegiatan serta beragamnya visi stakeholder maka diperlukan suatu langkah 

strategis yang sistematis dalam pelaksanaan setiap tahapnya. Sehingga 

mekanisme dan proses pelaksanaan musyawarah perencanaan 

pembangunan daerah di Bengkalis bisa lebih terarah dan berhasil guna bagi 

tercapainya misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Bengkalis. 

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 

2024 dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut ini: 
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Tabel T-C.32. 

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan 

Tahun 2024   Kabupaten Bengkalis 

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis 

No 
Program/ 
Kegiatan Lokasi 

Indikator Besaran/ 
Catatan 

Kinerja Volume 

1 2 3 4 5 6 

1 - - 

- 

- 
- 

 
2 

- 
- 

- - 
- 

 
3 

- 
- - 

- 
- 

 
4 

- 
- - - - 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 
 

 

3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional 

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Bengkalis ini mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, serta Rencana 

Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang harus 

disinkronisasikan dengan kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN), dimana terdapat 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional 2005–2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai 

berikut : 

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama  

a. Pengendalian Jumlah Penduduk;  

b. Reformasi Pembangunan Kesehatan: 

1) Sistem Jaminan Sosial Nasional (demand and supply); 

2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.  

c. Reformasi Pembangunan Pendidikan;  

d. Sinergi Percepatan.  

2. Bidang Ekonomi  

a. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas;  

b. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;  

c. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;  

d. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi;  

e. Reformasi Keuangan Negara.  

3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  

a. Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

4. Bidang Sarana dan Prasarana  
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a. Peningkatan Ketahanan Air;  

b. Penguatan Konektivitas Nasional:  

1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah;  

2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi;  

3) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan.  

c. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar: 

1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional; 

2) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi;  

3) Penataan Perumahan/Permukiman.  

5. Bidang Politik  

a. Konsolidasi Demokrasi. 

6. Bidang Pertahanan dan Keamanan  

a. Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus POLRI  

b. Pemberdayaan Industri Pertahanan;  

c. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri.  

7. Bidang Hukum dan Aparatur 

a. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik;  

b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.  

8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang 

 a. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan; 

 b. Pengelolaan Risiko Bencana;  

 c. Sinergi Pembangunan Perdesaan. 

9. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan  

a. Perkuatan Ketahanan Pangan;  

b. Peningkatan Ketahanan Energi; 
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c. Percepatan Pembangunan Kelautan;  

d. Peningkatan Perekonomian dan Keanekaragaman Hayati dan Kualitas 

lingkungan hidup.  

Sedangkan untuk RPJMN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 

2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025, 

dengan agenda pembangunan nasional sebagai penjabaran operasional yaitu :  

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama; 

2. Pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur;  

3. Segala bentuk kendala regulasi disederhanakan, dan dipangkas; 

4. Penyederhaan Birokrasi akan terus dilakukan besar-besaran; 

5. Transformasi Ekonomi. 

 Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus mendukung tercapainya 

bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi 

daerah, mengingat keberhasilan pencapaian bidang-bidang pembangunan nasional 

dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah 

provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan 

pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD).  

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 

Program/kegiatan yang diusulkan didalam Renja PD Tahun 2024 hendaknya 

mencerminkan konsistensi terhadap tujuan dan sasaran sebagaimana yang tertuang 

didalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Penetapan tujuan 

merupakan deskriptif yang mengarah kepada perumusan kebijakan, sasaran, 

program/ kegiatan dalam rangka merealisasikan visi PD. Sedangkan sasaran 

mengambarkan target kinerja yang ingin dicapai atas pelaksanaan 

program/kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur.  

Adapun tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 adalah:  

1. Sebagai acuan untuk menentukan program/kegiatan lanjutan tahun sebelumnya 

yang tetap dilaksanakan pada tahun berjalan; 

2. Melakukan pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan maupun penambahan 

kegiatan baru; dan 
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3.Melakukan penambahan/pengurangan pagu indikatif, penambahan/ 

pengurangan target kinerja, perubahan lokasi maupun kelompok sasaran 

kegiatan; 

3.3 Program dan Kegiatan 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 

a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 

b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 

d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 

a. Pengelolaan Barang Milik Daerah
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAERAH 

 

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 diperlukan rumusan 

program/kegiatan. Rumusan program/kegiatan Rencana Kerja Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 terdapat beberapa 

pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan antara lain:  

1)  Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan 

perencanaan pembangunan bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;  

2)  Keserasian dan keterpaduan pembangunan bidang Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam 

RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 dan hasil review Rencana Strategis 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024;  

3)  Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas 

pelaksanaan program/kegiatan;  

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 adalah sebagai 

berikut:  

1)  Program/kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 merupakan program/kegiatan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan 

kualitas.  

2)  Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebanyak 3 

program di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;  

3)  Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024 sebanyak 12 kegiatan di Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

4) Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan 
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 
2024 secara total sebesar Rp. 620.493.440.381,- yang bersumber dari dana APBD 
Kabupaten Bengkalis Program dan kegiatan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 yang disertai dengan indikator 
kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana Tabel T-C.33: 
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BAB V 

PENUTUP 
 

 

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis  

Tahun 2024  merupakan rencana kerja tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari 

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis 

Tahun 2021-2026 dan Draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Bengkalis Tahun 2024. Renja ini merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan 

program dan kegiatan tahun 2024, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran 

dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2024.  

5.1.  Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja  

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka 

program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, 

transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis yang tertuang dalam Rencana 

Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis  Tahun 2024. 

Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis harus ada 

keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program 

maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap 

memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.  

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Bengkalis  Tahun 2024 sebagai berikut:  

1.  Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, 

pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis  Tahun 2024 baik 

yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Riau, maupun APBN, 

harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang 

ada di atasnya  

2.  Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis  

Tahun 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran 

(RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis  

Tahun 2024.  
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